
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.750, 2017 KEMEN-LHK. lzin Usaha. Pemberian, Perluasan 

Areal Kerja dan Perpanjangan. Perubahan.  
 

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN   

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN NOMOR P.9/MENLHK-II/2015 TENTANG TATA CARA 

PEMBERIAN, PERLUASAN AREAL KERJA DAN PERPANJANGAN  

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM, IZIN 

USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM ATAU 

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU  

HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a.   bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (3) dan   

Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana    

Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan       

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 

tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana 

Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, telah 

ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

P.9/MENLHK-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian, 

Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin 
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Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi 

Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi; 

 b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan untuk 

penyederhanaan proses perizinan, perlu 

penyempurnaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup  

dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana       

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MENLHK-II/2015 

tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan 

Perpanjangan lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman 

Industri pada Hutan Produksi; 

 

Mengingat   :  1.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);   

  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059);  

  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5432);   

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang 

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 

Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan 

dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 

Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4814);   

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang 

Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5285); 

  7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu   

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014   

Nomor 221); 

  8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang  

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  
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  9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 17); 

  10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.97/MENHUT-II/2014 tentang Pendelegasian 

Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di 

bidang  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam 

Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

1992), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.l/MENHUT-II/2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.97/MENHUT-II/2014 tentang Pendelegasian 

Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di 

bidang  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam 

Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

141); 

  11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.9/MENLHK-II/2015 tentang Tata Cara 

Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan 

Alam, lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

Restorasi Ekosistem atau lzin Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan 

Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 471); 

  12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 713); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN    MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 

P.9/MENLHK-II/2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, 

PERLUASAN AREAL KERJA DAN PERPANJANGAN IZIN 

USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN 

ALAM, IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU 

RESTORASI EKOSISTEM ATAU IZIN USAHA PEMANFAATAN 

HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA 

HUTAN PRODUKSI. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MENLHK-II/2015 tentang 

Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan 

Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu  

dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 471), 

diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2)Pasal 2 diubah, sehingga 

Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 2 

(1) Areal yang dimohon adalah kawasan hutan produksi 

tidak dibebani izin/hak dan tidak dalam proses 

permohonan. 

(2) Areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dapat diberikan pada areal yang telah 

dicadangkan/ditetapkan oleh Menteri berupa Peta 

Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada 

Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin Untuk 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dan dapat 

dilihat dalam situs web Kementerian Lingkungan 
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